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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
	Pemohon
	:
	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya 

	Pihak Terkait
	:
	H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; 

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;

6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60  (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.


	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 24 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	


Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah yang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya mendalilkan ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 2689/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 2689/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.51 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.32 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, setelah Mahkamah mencermati terhadap dalil Pemohon, telah ternyata terdapat dalil Pemohon yaitu terkait dengan dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan, yaitu berkenaan dengan persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya, menurut Mahkamah merupakan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap perkara a quo dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Namun demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, oleh karena terdapat “kejadian/kondisi khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang hal tersebut diduga disebabkan karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara melawan hukum karena Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disebabkan H. Ade Sugianto selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, sehingga perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak sah, dan selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, terhadap permohonan a quo Mahkamah telah mendapatkan adanya “kondisi/kejadian khusus” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya berkenaan dengan pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa meskipun alasan Mahkamah untuk melanjutkan permohonan a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dikarenakan selain alasan berkenaan perkara a quo karena adanya “kondisi/kejadian khusus” berupa ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3, Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya, penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya, dan penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut.
Bahwa terhadap dalil a quo, Termohon telah menyampaikan bantahan dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dilakukan, tidak diuraikan dengan jelas identitas para pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana kejadian tempatnya pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sehingga tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon a quo Pihak Terkait  membantah dengan menyatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan menurut Bawaslu Tasikmalaya, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu halaman 12-18];
Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon a quo jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, telah ternyata Pemohon kurang cukup menjelaskan hal-hal mendasar, seperti siapa pelakunya, kejadianya dimana, yang dibicarakan tentang apa, dan apakah ada relevansinya dengan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Misalnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggalang dukungan RT dan RW se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menyertakan bukti yang diberi tanda Bukti P-12, namun setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dimaksud, telah ternyata bukti a quo berupa undangan sosialisasi peningkatan kapasitas RT dan RW tahun 2024. Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup yang menunjukkan adanya dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, juga tidak memberikan keterangan berkaitan dengan dalil a quo. Terlebih, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil Pemohon a quo. 

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dikuatkan dengan Bukti P-12 dan Bukti P-13, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti tersebut, telah ternyata Bukti P-13 adalah berupa undangan kepada para kepala desa terkait dengan sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting. Sedangkan untuk Bukti P-12 adalah sama dengan bukti yang diajukan untuk mendukung dalil sebelumnya. Terlebih, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil pemohon a quo.

Sedangkan, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penggalangan dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya dengan menyertakan bukti dukung yang diberi tanda Bukti P-14, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti a quo, telah ternyata bukti tersebut adalah berupa undangan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DMI Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka kegiatan pembinaan kemasjidan dan distribusi bantuan zona Cipatujah. Sedangkan bukti lain yang diajukan Pemohon terhadap dalil a quo, Mahkamah tidak cukup meyakini kebenarannya. Sedangkan berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon mengajukan Bukti P-15, yang setelah dicermati oleh Mahkamah adalah sebuah undangan yang ditujukan kepada para camat dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih, untuk kedua dalil tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada laporan berkaitan dengan dalil Pemohon a quo. 

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon  a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, saksi, ahli, alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh para Pihak dalam penghitungan masa jabatan Calon Bupati H. Ade Sugianto sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
b. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
c. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.
Bahwa dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H. Ade Sugianto, bukan pada periode kedua. Pada periode pertama, Pemohon mendalilkan H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari atau lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun. Pemohon menghitung masa jabatan tersebut dari tanggal 5 September 2018 atau sejak menerima Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati, sampai dengan tanggal 26 April 2021 pada saat H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati definitif. Sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pada periode pertama hanya menjabat selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021. 
Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan di atas, menurut Mahkamah yang dipersoalkan berkaitan dengan masa jabatan H. Ade Sugianto tersebut adalah mengenai dua kurun waktu. Pertama, kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018. Kedua, kurun waktu antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021; atau antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Terhadap kedua persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan apakah kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto sudah bisa dikatakan telah menjabat atau melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali putusan-putusan yang telah menjadi pendirian Mahkamah. Berkaitan dengan persoalan a quo, sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya Mahkamah pernah memutus sebanyak 4 (empat) putusan yaitu  Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024. Keempat putusan tersebut harus ditempatkan dalam “satu tarikan nafas” dan satu kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini dikarenakan, putusan-putusan a quo adalah saling melengkapi satu sama lain, dan khusus terkait Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 dimaksud lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya, yang dimulai dari Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya, membaca keempat putusan tersebut tidak bisa hanya dibaca secara terpisah (parsial). Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seorang kepala daerah yang tidak selesai (penuh) dalam menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, satu periode adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, serta masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara riil/faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti (acting). Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (ex officio) atau karena penunjukkan maka secara riil/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan “tugas dan wewenang” kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukkan penggantiannya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah. 
Bahwa dengan mendasarkan pada pendapat Mahkamah tersebut, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon bernama Dr. H. Mohamad Zen dan saksi Pihak Terkait bernama H. Iin Aminudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 (sebelum dilantik menjadi Bupati definitif), H. Ade Sugianto tidak pernah menerima fasilitas, hak keuangan, dan protokol sebagai Bupati, juga tidak pernah menggunakan pulpen atau ballpoint warna tinta hijau yang berdasarkan peraturan internal lazim digunakan oleh Bupati, melainkan selalu pakai warna tinta biru untuk Wakil Bupati, namun Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 September 2018, berdasarkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, yang pada point CCC  TTK menyatakan, ”SESUAI PSL 88 AYAT 2 UU 23 THN 2014 BHW DLM HAL PENGISIAN JABATAN BUP GARING WALKOT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 87 AYAT 2 BLM DILAKUKAN KMA WABUP GARING WALKOT MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI HARI BUP GARING WALKOT SAMPAI DNG DILANTIKNYA BUP GARING WALKOT ATAU SAMPAI DIANGKATNYA PJBUP GARING WALKOT TTK”, secara terang benderang, menunjukkan bahwa H. Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati/Pj. Bupati. Sejalan dengan fakta hukum tersebut, maka 4 (empat) putusan Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan baik definitif maupun sementara yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), hal tersebut lebih dipertegas secara khusus dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 bukan dihitung sejak pelantikan. Sementara itu, berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan adalah untuk masa jabatan yang berasal dari hasil pemilihan kepala daerah yang mulai menjalankan tugas jabatannya yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, bukan terhadap jabatan kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan karena disebabkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016.

Bahwa dengan demikian, dengan merujuk pada putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapat Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm pada tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya memerintahkan kepada H. Ade Sugianto untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu secara riil dan faktual H. Ade Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih, menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dengan tidak sesegera mungkin memberikan atau membuatkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2 ½ (dua setengah) tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari periodesasi masa jabatan dimaksud. Dalam perkara H. Ade Sugianto menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018. Selanjutnya, Mahkamah akan menjawab persoalan kedua yaitu berkaitan dengan kapan H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya pada periode pertama, apakah pada tanggal 23 Maret 2021 ataukah tanggal 26 April 2021.
Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, H. Ade Sugianto telah menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya H. Mohamad Zen. Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon bernama H. Mohamad Zen, penyerahan tersebut dilakukan karena masa jabatan H. Ade Sugianto telah berakhir pada tanggal 23 Maret 2021, akan tetapi karena masih harus menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka H. Mohamad Zen yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjadi pelaksana harian (Plh.) Bupati Tasikmalaya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Februari  2025, hlm 36]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, H. Ade Sugianto mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode pertama pada tanggal 23 Maret 2021. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan calon Bupati H. Ade Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun sehingga harus dihitung satu periode, sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai Bupati secara penuh satu periode, menurut Mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2) Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;

4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; 

5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;

6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

7) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60  (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

11) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
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